
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IJIN PELAYANAN

KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang : a. Bahwa ketentuan Retribusi Ijin Pelayanan Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2002 dalam pelaksanaan ternyata ada beberapa

perubahan, hal ini disebabkan adanya perkembangan / ketentuan dibidang

ketenagakerjaan ;

b. Bahwa sebagai wujud pelaksanaan dari maksud huruf a maka perlu adanya perubahan

Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Berlakunya Undang-undang

Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 untuk seluruh Indonesia ( Lembaran

Negara Tahun 1951 Nomor 4 ) ;

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 Tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat

Buruh dengan Majikan ( Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69 ) ;

4. Undang-ndang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (

Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853 )

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang

Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman

Modal Dalam Negeri ( Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2944 ) ;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja ( Lembaran Negara

Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918 ) ;

6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di

Perusahaan ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 320 );

7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3209 );



8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (

Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993 );

10. Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun

2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4389);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja ( Lembaran

Negara Nomor 91, 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3458 );

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor

54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );

17. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1009);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 41391).

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin

Pelayanan Ketenagakerjaan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KAB. GRESIK NO 08 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI

IJIN PELAYANAN KETENAGAKERJAAN.



Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin

Pelayanan Ketenagakerjaan Tahun 2002 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Tahun 2002 Nomor 1 seri C diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 Nomor 12 dan Nomor 16 dihapus dan menambah 2 (dua) ketentuan baru nomor 27

dan 28 sehingga berbunyi :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;

2. Bupati adalah Bupati Gresik;

3. Pemimpin Daerah adalah Bupati;

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gresik beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dengan Persetujuan DPRD;

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan

peraturan daerah yang berlaku;

7. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;

8. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi jasa Umum, retribusi jasa usaha

dan retribusi perijinan tertentu;

9. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah

Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi

atau badan;

10. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disedikan oleh Pemerintah Daerah dengan

menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

11. Retribusi perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka

pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,

barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga

kelestarian lingkungan;

12. dihapus ;

13. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan

usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan

komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam

bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan

bentuk lainnya;

14. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar

hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ;

15. Tenaga Kerja Indonesia adalah Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang

bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur

penempatan TKI;

16. dihapus ;

17. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan (PJTKI) adalah Badan

Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang mendapat ijin dari Menteri untuk berusaha dibidang

jasa penempatan tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri;

18. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut BLK adalah tempat dilaksanakan kegiatan pelatihan

kerja;

19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan

retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;



20. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk

memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah ;

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan

yang menentukan besarnya pokok retribusi;

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingakt SKRDLB adalah surat

ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit

retribusi lebih besar dari pada yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib

retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas

Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditentukan ;

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk

melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan /atau

keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah dan retribusi ;

26. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Gresik ;

27. Peraturan Perusahaan adalah Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan yang memuat

syarat- syarat kerja dan tata tertib perusahaan ;

28. Kesejahteraan Pekerja / Buruh yaitu suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat

jasmaniah dan rohaniah baik didalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau

tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) yaitu Jenis-jenis obyek Retribusi huruf a, b, c, d dihapus dan menambah

ketentuan huruf I, j, k, l, m sehingga berbunyi :

a Dihapus ;

b Dihapus ;

c Dihapus ;

d Dihapus ;

e Pengawasan Pengaturan dan pengendalian penggunaan barang/ prasarana/ sarana di bidang

ketenagakerjaan;

f. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran kesempatan kerja bersama (KKB);

g. Ijin penyelenggaraan latihan sertifikasi ketrampilan dan rekomendasi pemagangan ke Luar Negeri ;

h. Pengawasan, Keselamatan Kerja ;

i. Ijin penyediaan jasa pekerja / buruh ;

j. Ijin Lembaga Bursa Kerja Khusus ( BKK ) ;

k. Ijin Unit Pelayanan Penyuluhan dan Pendaftaran Calon Tenaga Kerja Indonesia ( UP 3 CTKI ) ;

l. Ijin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta ( LPTKS ) ;

m. Ijin Tempat Penampungan Tenaga Kerja Indonesia.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Jenis Pungutan Retribusi sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 Perda ini mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.

4. Ketentuan Pasal 10 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi yang tertuang dalam tabel diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut :

NO URAIAN KEGIATAN SATUAN BESARNYA TARIF

1 2 3 4

I. DIHAPUS - -



II. − DIHAPUS

− Ijin Praktek Psikologi;

− Ijin tempat penampungan TKI

(Tenaga Kerja Indonesia);

− Lembaga Pelayanan Penempatan

Swasta ( LPPS ) diubah nama

menjadi Lembaga Penempatan

Tenaga Kerja Swasta ( LPTKS )

− Lembaga Bursa Kerja Khusus

(BKK) di:

a.Lembaga Latihan Swasta;

b.Pendidikan Menengah dan

tinggi;

- Ijin Unit Pelayanan Penyuluhan

dan Pendaftaran Calon Tenaga

Kerja Indonesia (UP3CTKI)

-

Perorang

Per Perusahaan

Perlembaga

Perlembaga

Per Perusahaan

-

Rp. 50.000,-/th

Rp.100.000,-/th

Rp. 50.000,-/th

Rp. 50.000,-/th

Rp. 100.000,-/th

III. Biaya Pengesahan Gambar Instalasi :

1. Instalasi Listrik

2. Instalasi penyalur Petir

3. Instalasi Kebakaran

4. Pesawat Uap

5. Instalasi Pemipaan

6. DIHAPUS

7. Bejana bertekanan

0 s/d 100 KVA

101 s/d 500 KVA

501s/d1.000 KVA

1001s/d5000KVA

5001s/d1.000KV

10.000 KVA

Perunit

Perunit

Perunit

Perunit

DIHAPUS

Perunit

Permeriksaan

Rp. 25.000,-

Rp. 50.000,-

Rp. 75.000,-

Rp. 100.000,-

Rp. 125.000,-

Rp. 150.000,-

Rp.50.000,- perunit

Rp. 50.000,- perunit

Rp. 50.000,-/perunit

Rp. 50.000,- perunit

DIHAPUS

Rp. 30.000,- perunit

V. Biaya Pengawasan Keselamatan

Kerja :

1. Bejana tekan

2, 3,dan 4 digabung sehingga

berbunyi sebagai berikut :

Pesawat uap yang terdiri dari :

Volume :

0 s/d 60 Lt

61 s/d 1000 Lt

0101 s/d 5000 Lt

501 s/d 1000 Lt

1001 s/d 5000 Lt

5001 s/d 10000 Lt

Lebih dari 10.000 Lt

Luas Pemanasan :

Rp 2.500,-

Rp 10.000,-

Rp 15.000,-

Rp 20.000,-

Rp 30.000,-

Rp 35.000,-

Per Pemeriksaaan



- Ketel Uap

- Bejana Uap

- Ketel listrik

5. Pesawat Pendingin

6. Instalasi Pemipaan

7. Pesawat Angkat/Angkut :

8. A. Instalasi Pemadam Kebakaran:

a. Hydrant

b. Springkler

B. Instalasi Detektor Kebakaran :

a. Smoke (asap).

b. Heat (panas )

C. Alat Pemadam Api Ringan

(APAR)

9. Instalasi Penyalur Petir

10. Lift

11dan12 digabung sehingga berbunyi

:

Pesawat Tenaga

a. Produksi,

b. Generator/Pembangkit Tenaga

Listrik

0 s/d 50 m2

51 s/d 100 m2

101 s/d 500 m2

lebih dari 500 m2

Per unit

Perjaringan :

Jaringan Pipa Uap

Jaringan Pipa Air

JaringanPipa Minyak

Jaringan Pipa Gas

Perunit

0 s/d 5 Ton

5 Ton s/d 10 Ton

11 Ton s/d 30 Ton

31Ton s/d 50 Ton

lebih dari 50 Ton

per unit

Per unit

Volume :

0 s/d 25 Ltr

Lebih dari 25 Ltr

Perunit

Perunit

Daya :

0 s/d 6 TK

7 s/d 20 TK

21 s/d 50 TK

51 s/d 100 TK

101 s/d 500 TK

501 s/d 1.000 TK

lebih dari 1.000 TK

Rp. 50.000,-

Rp. 75.000,-

Rp. 100.000,-

Rp. 150.000,-

Rp. 25.000,-/Unit

Per Pemeriksaaan :

Rp. 20.000,-

Rp. 20.000,-

Rp. 20.000,-

Rp. 20.000,-

Per pemeriksaan

Rp. 20.000,-

Rp. 25.000,-

Rp. 30.000,-

Rp. 35.000,-

Rp. 50.000,-

Rp. 20.000,-

Rp. 20.000,-

Rp. 750,-

Rp. 1. 250,-

Rp. 20.000,-

Rp. 25.000,-

Per pemeriksaan :

Rp. 10.000,-

Rp. 15.000,-

Rp. 25.000,-

Rp. 40.000,-

Rp. 70.000,-

Rp. 80.000,-

Rp.100.00,-



V. - DIHAPUS

-Biaya Ijin Kerja malam wanita

-

-Per perusahaan

-

Rp. 50.000,-

VI. Rekomendasi JPK Mandiri Per perusahaan Rp. 100.000,-

VII. Biaya Pengesahan Peraturan

Perusahaan (PP) :

1. Perusahaan Kecil

2. Perusahaan Sedang

3. Perusahaan besar

Per perusahaan

Rp. 50.000/2th

Rp.100.000/2th

Rp.150.000/2th

VIII A. Biaya Pendaftaran

Perjanjian Kerja

Bersama (PKB)

1. Perusahaan Kecil

2. Perusahaan Sedang

3. Perusahaan Besar

B. Biaya Pendaftaran

Penyelenggaraan

1. Perusahaan Kecil

2. Perusahaan Sedang

3. Perusahaan Besar

C. Ijin Perusahaan Penyedia Jasa

Pekerja/ Buruh

Per perusahaan Rp. 50.000,-/2th

Rp.100.000,-/2th

Rp.150.000,-/2th

Rp. 10.000,-/th

Rp. 15.000,-/th

Rp. 25.000,-/th

Rp. 100.000,-/th

IX. Biaya ijin Penyelenggaraan

Pelatihan Ketrampilan Tenaga

Kerja oleh Lembaga latihan swasta

Per kejuruan Rp. 100.000,-

X. DIHAPUS - -

XI. Biaya sertifikat Keterampilan :

1. Uji Keterampilan LLS/LLP

2. Dihapus

3. Legalisir Sertifikat latihan

Perlembar Sertifikat

-

Perlembar Sertifikat

Rp. 2.000,-

-

Rp. 2.500,-

XII DIHAPUS - -

XIII Biaya Jasa pelatihan pada PLK Perjam/perorang Rp. 700,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 1 Nopember 2005

BUPATI GRESIK

TTD

Drs. KH. ROBBACH MA’SUM. MM.

Diundangkan di Gresik

Pada tanggal 12 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

G R E S I K

TTD.

Drs. HUSNUL KHULUQ,MM
Pembina Tk. I

NIP. 131 901 822

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2005 NOMOR 8 SERI C.


